Robert Mangindaan .

% epintas lalu, judul maka
lah ini mengundang dua
%/ pertanyaan, yang pertama-
apakah NKRI sudah menjadi ne-
gér_a" maritim? Pert.anyaaﬂ terse-
but memang sangat mengusik
oleh karena banyak pihak ber-
pendapat, bahwa Indonesia ada-
lah negara maritim. Memang se-
harusnya demikian—apabila di
rinjau dari ‘habitat’nya—akan
tetapi realitanya, Indonesia di
usianya yang ke 63 tahun nyata-
nya belum menjadi negara mari-
tim. Indikator yang paling jelas

adalah kepentingan nasional di laut be-
lum terpetakan secara konkrit. Bahasa di
kalangan akar rumput—mau di apakan
laut Nusantara ini.

Pertanyaan yang kedus, mengapa dari
Batam? Jawabannya sederhana, yaiwu
Batam memiliki tiga hal, yaitu (i) posisi
geografik mempunyai keunikan tersen-
diri, (i) potensi (bisnis) maritim sangat
besar, dan (iii) ada berbagai masalah kru-
sial di bidang keamanan maricim.

1. Pandangan pribadi yang di sampaikan pada
Seminar di Batam tanggal .. Jan. 2008
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:Po.rz.fz geoomf k. Lctaknya di ritik

stratcpk pada choke : point yang

'tembuk d.1 cluma, berhadapan lang-

'sung dengan angapoge dan. Malay—'
“sia, dan sekaligus dapat ‘mengawasi’

'_akses keluar masuk Laut China Sela-
Ctan. Secara tekms, Batam dapat’ di
'_:_jadlkan sebagax focal poing bagi. ke-
_pentingan lalu lintas internasional,

(lihat dua peta di bawah ini). o

piracy armed robbery, dan ancaman - -
terorist yang (konon kabarnya) meng—
incar center of economic gravity.

"Pada tulisan ini, merupakan suatu
“inisiatif untuk mengembangkan ca-

krawala berpikir dalam rangka tiga
hal, yaLtu (i) memngkatkan maritime -
awaremss (i1) “mencari - format ma—"f '-
najemen keamanan marmm, dan (i)

| upaya yang dapat di kembgngkan.

Sumber goog!e ca.id

Potemz Aritim. Letaknya sebagai focal
point sudah menjelaskan potensinya
yang sangat stratejik, yang di dukung
pula oleh potensi hinterland yang
sangat panjang, mulai dari Rempang,
Galang, Karimun, Sumatera, Jawa, dan
seterusnya sampai ke wilayah timur.

Masalah maritim. Demikian stra-
tejiknya posisi Baram di dalam mara
rantai lalu lintas laut (lewatr Selat
Malaka), sehingga secara langsung
mengandung kerawanan yang sangat
tinggi, terutama dalam masalah ses

2. Membangun NKRI sebagai
negara maritim.

Indonesia dengan 17.508 pulau yang
dikelilingi luas perairan sebesar 5 juta
km? (laut Teritorial dan ZEE), dan
UNCLOS 1982 mengakui sebagai
archipelagic state, tetapi tidak secara
otomatis dan mudah untuk menga-
takan pihaknya sebagai negara mari-
tim. Mengapa demikian? Pilar uta-
ma yang menjadi fondasi negara
maritim adalah kesadaran maritim
(maritime awareness), yang melekar
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_._"kuat pada budaya‘bangsa. dan mem-

: l’:pengamhl sistem. polmk sxstem per- .

_ ekonomzan, sampai pada 51stem ke—
: -_':amanannya “

. '_.Paxa navahsm menpenaf ungkapan
. hiyang mengatakan 2 membanoun satu
~kapal dapat di laksanakan dalam uga
“tahun, tetapi. ‘membangun budaya
"mantim membutuhkan tiga abad..’
Benar bahwa, Indonesia sekarang ini
dapat membangun kapal, tetapi be-
lum: tenwu karakrer bangsa Indonesia
sudah - maritime oriented. Selkolah
pelaut, sekolah navigasi, teknik per-

kapafan dan scbagainya memang su-
dah mulaj tumbuh berkembang, Akan

tetap1 sekolah dan studi tentang du- -

nia maritim, masih sangat terbatas
(malahan ada yang turap) oleh kare-
na kurang ‘peminat. Yang cukup
memperihatinkan jalah jumlah pakar
hukum laut internasional nyatanya
masih:sangat terbatas, dan contoh
lainnya ialah keberadaan Mahkamah
Pelayaran tidak banyak di ketahui oleh
masyarakat luas, malahan ada pihak
yang ingin ‘menggembosi’,

Sttuasinya akan berbeda apabila 7474
time awareness sudah melekar kuar di
dalam budaya bangsa. Hal * ini akan
terrefleksi di dalam manajemen na-
sional, mulai dari tahap perencanaan

sampai pada pengawasan, dan. tenti
akan terungkap besaran- anvka sebe-
rapa jauh- Indonesga mendapatkan
berkah dari laut. Angan-angan ke sana
sudah . ada, misalnya- dengan di ke—
luarkan INPRES no.5/2005. (azas
cabotage) akan tetapi gebrakan ter-

‘sebut, sepertinya kurang gencar diso»

sialisasikan: dan diberdayakan - seop-
timal mungkin. Kepentingan untuk
segera menggalakkan induscri perka-
palan sudah merupakan kebutuhan
yang sangat mendesak, dan iogika—
nya—segera di mulaj dengan mem-
berikan atensi yang ploporsmnal
Begitu pula dukungan dari sektor

“lainnya misalnya perbankan, sektor

pendidikan, dan ‘perangkat hukum,
dan seterusnya, perlu membenkan
dukungan seiring dengan perkemnbang-
an kebutuhan industri perkapalan,
dan industri maritim pada umum-
nya. Seandainya saja industri perka-
palan bangkit dan menyerap sepuluh
persen dari jumlah penduduk Indo-
nesia, maka ridak pelak lagi industri
perkapalan Indonesia adalah yang
terbesar di dunia.

Apabila Maritime awareness berkem-
bang subur pada segenap lapisan
masyarakar, tentunya akan melahir-
kan common undersmndéng mengenai
arti laur bagi bangsa. Pemahaman
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3tersebut, sangat d1 perlukan untuk'
" merancang. peta kcpentmgan nasio-

: ahwa ada. ba-;

L .nyak”"'andangan me ""genag aru laut i

= - nal (di laut). Benar,

ep’entmgan nasmnal tetapi

" _:mnnj}a akan berkisar Pada' 'ga_ SP ck- -

nafkah bag1 bangsa Indonesia, ada
kekayaan fauna flora pada kubangan
pertemuan dua samudra, kekayaan
berbagai mineral stratejik, arti pen-
tingnya lokasi ‘stratejik (dari politik,
perekonomian dan militer), ‘dan se-
terusnya sampal pada mdustn paﬂ—
wisata.

Yang -kéafud, ‘sebagai fife Eine-hasio-
nal, yang ‘menghubungkan 17.508
pulau. Tidak bisa dihindari suatu

kenyataan bahwa Indonesia memiliki-

life line yang terpanjang di dunia,
sehingga kebutuhan armada samudra,
armada nusantara, dan armada ‘semut’

merupakan kepentingan nasional yang

berkatagori vital. Prinsip cabozage
tidak dapat dipatahkan oleh prinsip
ekonomi (yang menganggap berben-
ruran dengan WTQ), oleh karena
menyangkut tegaknya kedaulatan
NKRI sebagai negara kepulauan.

Yang ketiga, sebagai medium perta-

-f'ha.nan Situasz gcograﬁk memperla—f'-_'_ |
3_:-_hatkan bahwa, hanya tiga perbatasan
di darat, yaltu di Papua, Timor, Leste"}__-:
-dan Kahmantan Sclcbihnya——tepat- o
~nya ada sepuluh perbatasan laue.
] Artlnya—untuk mencapal daratan In-—z - :
..;donesxa, hampir P&Sti (70%) akan di |
: i B i lakukan melalui lau, yang aksesnyaf'{
:Yang permma, 1aut sebagal sumber & . :

terbuka lebar 360 derajat

Dari. mzzpping tersab_t_;t, :s_ec_ara_ lang-
sﬁng menyadarkan sernua pihak bah-
wa ada dua kegiatan yang bersinergi,
pexlu di kembangkan yaitu eksplox-

tast dan upaya pengamanarliiya.

Dalam rangka operasionalisasi kedua
kegiatan tersebut (eksploitasi dan
pengamanannya), perlu dituangkan

~dalam strategi nasional, dengan kons-

truksi manajemen yang jelas, dan ada
dasar hukumnya yang kuat®,

Secara konkrit, Indonesia memburuh-

. kan empar hal di dalam membangun

2 Peraturan dan perundang-undangan na-
sional, dan berbagai konvensi internasio-
nal yang terkair dengan domain maritim,
antara lain; UNCLOS-1982, SOLAS,
SUA, SUA-PROT, SAR, MARPOL., dan
yang paling gencar adalah ISPS-Code. Di
samping itu. perlu memperhatikan ke-
terikaran pada resolusi DK-PBB, seperti
UNSC no 1373, 1540, dst.
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_ ;‘rnégara marmm yang kuat, yaitu (1)_-.'
3y '_;_'_:formuia ocean po[zcy yang jelas dan
o di pahazm oleh semua pzhak dan_

'men}adl pegangan di daiam meran-

cang peta kepentmgan nasmnal (ch_
_Iaut) (i) s strateg1 kcamanan marltim,_" :

: yang pada prmsxpnya mencakup uga_.
~ hal: yang mendasar yaitu ends, means,
< aways, (i) konstruksi. ‘manajemen

keama_:;an maritim yang menjelaskan
siapa berbuar apa dalam kapasitas apa
di-dalam ‘bingkat’ strategi keamanan
maritim, ‘dan (iv) landasan hukum,
yang menjadi dasar operasionalisasi
kegiatan ‘eksploitasi ‘dan pengaman-
an potensi maritim.

3. Langkah Ke depan. =

Posisi pada awal tahun 2008 mem-
perlihatkan, pemahaman masyarakat
Indonesia mengenai dunia maritim,
tidallah terlalu suram kelam. Sudah
ada pihak-pihak yang sangat paham,
dan tidak duduk diam berpangku
tangan. Akan rerapi jumlah mereka
masih sangat kecil dan belum mera-
ta di bandingkan dengan jumlah
penduduk Indonesia. Pengertian me-
rata yang di maksud adalah berada
di kalangan perencana dan birokrasi.
Indikatornya akan terlihat di dalam

rencana pembangunan nasional, yang

sangat kenta} bemuansa land—éme
oriented, ‘Adawacana yang cen derung

.memgrlorltaskan ‘mencetak - sawah
- jutaan hekrar danpada menc1c11 ' pem-
bangunan mfmstruktur transportasi
“Jaut: Padahal, kenyataan di lapangan
5 memperhhatkan bahwa Indonesia de-

.ngan ribuan pulau dan luas peraxran

yang mencapai jutaan km persegi,
tetapi tidak punya hub-port dan masth
akan sangat tergantung kepada Si-

ngapore’,

Iustrasi sekilas tersebut, ingin me-
ngarakan bahwa maritime awareness
perlu di kembangkan dan menjadi
bagian dari mindser para perencana
pembangunan nasional di bidang
maritim. Semua pihak sudah pasd
sangat menyadari bahwa, maritime
awareness tidak turun gratis dari la-
ngit, tetapi harus ada upaya yang
intensif, terprogram (ada sasaran yang
jelas-terukur), dan konsisten.

Globalisasi yang bertujuan percepat-
an liberalisasi perdagangan (Doro-

3. Ada wacana pada Infrastructure Summit—
2005 untuk membangun 4 bub-port, dua
berada di wilayah barat dan dua berada
di timus, terapi dana belum tersedia, pa-
dahal pada sisi lainnya, ada pibak di luar
yang tidak menginginkan Indonesia me-

miliki bub-pore.
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:_'_djatun-’Koenqoro;akm 2007)4, nya—

di sanaiah memendam sejumlah ‘ma-

i salah yang dapat dzpetakan dalam’ tlga_.__ '

: ':_'lmgkup besaz ymtu"

vironmernt pfotecrzan) Apablla tata
'masalah tersebut- d1petakan dalam
bemuk matnks, ‘malka gambarannya

adalah sebagal benkut '

perangkat landasan

s P‘_’l_’.-‘?’ operasional] hukum

Keamanan
maritim

Keselamatan
navigasi-

| Melindungi
lingkungan

Matriks tersebut, menggambarkan
ada sembilan masalah pada tiap ko-
tak, yang (mau atau tidak) harus di
téhgﬁni, dan tentunya dengan pemi-
kiran harus berdimensi inward look-
ing dan ontward looking. Mengapa
harus demikian? jawabannya seder-
hana, yaitu sebagai implikasi Indo-

4. Ceramah Prof DR Dorodjatun Koen-
tjorojakti pada Konsolidasi tenaga peng-
ajar Lemhannas RI tahun 2007

"gsalah keaman—_;

n'r av1g331 ( nawgatzmzzl szzfé{y) 1
dan_masalah lmgkl.ngan (marine e;»z-'. '

"_nesm berada pada 903151 sxiang du—'_?_”s- '_
4 _ . nia,’ ‘yang pada kenyataannya wajib
transportaSL Iewai: laut Nah Justru_ _mengﬂcomodﬁi kepentmgan interna-
"-:-smnal Bila demlklan hainya, ‘maka

_ada sembﬁaﬂ blok pekerjaan rumah'__'.
_’fyang perlu dituntaskan dan segera

-.Pada be bagal semmar tentang kea—' :
manan maritim; khususnya yang i~

-iaksanakan oleh “Council Jor Security

Coopmz.tzm in Asia Pacific CSCAP)S
ada beberapa pihak yang memperta-
nyakan arsitektur ‘manajemen kea-
manan maritim Indonesia. Untuk
menjawab pertanyaan tersebut, ten-
tunya perlu meninjau kondisi fakeu-
al di lapangan, dan ketemu faketanya
adalah sepuluh departemen/instansi di
berikan wewenang beroperasi di laut.
Ada pihak yang mempunyai asset
operasional dan ada yang tanpa as-
set, ada pula yang memiliki divisi
intelijen dan ada pula yang seadanya.
Namun satu hal yang prinsipil perlu
di sadari ialah, kesepuluh instansi
tersebut bekerja dengan strategi ma-
sing-masing.

Dengan demikian ada sepuluh stra-
tegl (ends—menas—ways) bekerja di

5. Penulis hadir dan duduk sebagai Co-
Chairman pada Pokja bidang keamanan

maritim. CSCAP adalah serond track.
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'iarea opera31 yapg sama Apdoﬂa si-
' 'tuaSL tersebut di ttnjau dari: kacamaw

ta manajemen, maka’ dapat ch sim- -

'pulkan bahwa - Indonesza menganut
| konsep mu[fz-agemjg szngle task., Ti-
- dak mengherankan apablia satu. ka-

pal yang. melayan trayek yang rutin,

dapat di tahan {(dan di/ penksa) ber-

ulang kali oleh instansi yang berbe-

d_zi—'b_ét:i_a.' Dan sedihnya, tidak ada
pihak yang mau menghitung berapa
besar cost yang hilang akibar rang-

kaian pemeriksaan tersebut.

Dari sudut pandang manajemen, mu-
dah untuk mengatakan bahwa penge-
lolaan kepentingan nasional di laut,
pada kenyataannya Indonesia mene-
rapkan konsep manajemen yang ti-
dak efisien. Scharusnya, bagi Indo-
nesia. yang kekuatan ekonominya
masih lemah (dan sakit?), berpegang
pada prinsip cfisien dan seefekuif
mungkin. Bagaimana wujudnya? Te-
rapkan konsepsi single agency-multi
task.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres)
No 81 tahun 2005 pemerintah mem-
bentuk Badan Koordinasi Keaman-
an Laui (Bakorkamla) yang berang-
gotakan berbagai instansi pengamanan
laut. Dasar hukum pelaksanaan pem-
bentukan kelembagaan Bakorkamla

No 21 g

adalah Pasal 23 ayat. (3) dan k@zﬁﬂ-—
tuan Pasal. 24 ayat(3) Undang—-Un~
dang No. 6 Tahun 1996 tentang
Pcrairan Nasmnal (LN RI Tahun
1996 No 73, TLN RI'No. 3647)

_Pasal 23 ayat. (3) UU No 6 Tahun
1 1996 yang menggariskan Apabzlﬂ_

d.@f?_‘lz&)éﬂ_@,_ untukb memngkatka_;g pe-
manfaatan, pengelolaan, perlindungan,
dan peles?arz’anﬂ. Lingkungan Perairan
Indonesia - sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapar dibentuke suaru
badan koordinasi yang ditetaphan
dengan Keputusan Presiden”. Jelas se-
kali antara ‘amanah’ landasan hukum
dan ruang gerak operasional yang di
kembangkan Bakorkamla, nampaknya
ada ‘diskrepansi yang sangat lebar.
Bertolak dari tinjauan tersebut, ma-
kalah ini ingin mengatakan bahwa
pembentukan Bakorkamla, sepertinya
belum menjawab persoalan manaje-
men keamanan maritim.

Sementara itu, Indonesia memiliki
Kesatuan Penjaga Laut dan Pa_i;_tai
(KPLP) yang dalam bahasa asing-
nya—coast guard, berada di Depar-
temen Iransportasi. Benar bahwa
fungsi KPLP saat ini tidak sama
dengan Coast Guard akan tetapi core
business-nya adalah keamanan mari-
tim, keselamatan navigasi, dan peng-
amanan lingkungan (marine environ-
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- ment profectzmz) Mengembangkan

-'_-.men}adl smvle agency—mulu task,
* bukan’ pekerjaan yang. sulit- rnalahan_'_.--
_' 'sudah mewarisi - perancrkat hukum'_"

..'yang leuar dan. masﬂrl berlaku pula.

 nesian Coast: Guam’ bahkan. Iebih
;auh dari 1tu——-bersedla melepaskan
sebagmn ‘assetnya umuk kepentmg—
an tefsebut/ Hambatanr;y_a memang
ada, vaitu egosckroral dari beberapa
pihak dan ada dukungan politis pula.

Kata orang—banyak jalan ke Roma,
tetapi penataan manajemen keaman-
an maritim Indonesia, memerlukan
langkah nyata dan dalam waktu yang
singkat. Sepertinya, kesabaran pihak
di luar sana sudah semakin menipis,
yang terlihat tekanan secara polids
yang semakin keras. Benar bahwa,
banyak pihak bersedia membantu®,
tetapi di harapkan mercka tidak men-
campuri urusan dalam negeri. Baha-
sa teknisnya—/ending hand but noi
step in.

6. Pade umumnya bantuan yang akan di
berikan berkaitan dengan capacity build-
ing, intelligence sharing, dan logistic sup-
port, akan tetapi sudah pasii ada ‘udang
di balik baru’.

4 Penuwp.

" --._'kcsatuan tersebut untuk mcn)clma. AR

_Méﬁnbéﬁéﬁxi ﬁééﬁﬁmé ézbaké}zesi 'n"ié—.: -
.rupakan pekerjaan rumah nasmnai -
yang perlu di kerjakan sccara nasio-
- '.;nai Pl]la., artinya | ada kontribusi. nya-.

| _j'Pihak TNI-. AL saﬁgat mendukung:

_ Ta dari semua Plhak mulal dan akar
o pembemukan atau perwu}udan Indo-

,rumput, sampal pacia kalangan elite
ﬂpohnk ekonomi, dan. pakar hukum

‘Harapannya- Indonesm dapaL segera

memiliki ocean. polzcy yang dapat di
jadikan kiblat bagi pembangunan
NKRI scbagai negara maritim, tes-
masuk aspek keamanan.

Masalah keamanan seperti ancaman
sea piracy, armed robbery, dan teroris
di Selat Malaka sudah semakin me-
risaukan berbagai pihak, dan Indo-
nesia tentunya tidak bisa berpangku
tangan. Masyarakat internasional se-
dang menunggu apa langkah konkrit
(immediate action) Indonesia untuk
meniadakan ancaman tersebut, Perlu
di pahami bahwa Indonesia masih
memiliki tiga choke point lainnya’ dan
ALKI/SLOC yang lain, artinya kon-
sep yang di kembangkan di Selat
Malaka, berpotensi ditularkan ke
lokasi lainnya di wilayah Nusantara
ini.

7. Tiga choke point lainnya adalah Selat Sun-
da, Selat Lombok, dan Selat Ombai.
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Namun, Iangkah stratcpk yang perlu
segera di kembang&an a(ialah meru-
muskan strategi - keamanan manum
“Indonesia’ ([ndanesmn Marzz‘zme Se-

.”.fwzty Sz‘mtegy) ‘Rumusan tersebut
- akan men;eiaskan apa obyekmf ( ends)

yang mcrm di C&Pal, apa sarana_

 (means) yang akan dikerabkan, dan

- bagaimana caranya (ways). Indonesia
membutuhkan . grand strazegy untuk
eksploitasi ‘dan ‘pengamanan kepen-
tingan nasional di laut, yang di ha-

rapkan dapat di mengerti oleh semua
plhaK termasuk yang di Iuara*a sana,

:sehmgga mereka ridak seenaknya
-menyodorkan carrot zmd stzc/'e.s pada
"Indonesm - S '

Tuhsaﬁ 1111, mempunyai tuj uan yang

'sangat penting yaitu menggagas kon-
sep-stratejik, dan ‘paling tidak—-ada

masukan untuk mendukung ‘mme-
diate action bagi bangsa yang kita
cintai ini. Selamart berkarya.(l : -






